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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kejahatan penipuan lowongan pekerjaan ini telah memenuhi unsur 

tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang 

didalamnya termasuk unsur tipu daya. Pelaku tindak pidana 

penipuan ini mempunyai modus operandi yaitu dengan melakukan 

tipu daya. Tipu daya yang dilakukan cukup beragam dan dirangkai 

sedemikian rupa sehingga dapat meyakinkan korbannya. Dilihat 

dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana 

penipuan lowongan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku 

memanfaatkan situasi sulitnya memperoleh pekerjaan dengan 

membuka lowongan pekerjaan fiktif dimana persyaratan yang 

diberikan cukup mudah serta menjanjikan penghasilan yang tinggi. 

Tujuan pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja ini adalah 

untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain (perusahaan) 

dengan cara melawan hukum. Tujuan tersebut juga merupakan 

salah satu unsur tindak pidana penipuan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 378 KUHP.  
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2. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan 

kerja ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap lowongan pekerjaan 

yang ada di masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap 

lowongan kerja. Masyarakat juga dihimbau untuk berani 

melaporkan terjadinya tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan 

ini karena, kejahatan penipuan lowongan kerja ini termasuk 

kedalam delik aduan dimana pelaku tindak pidana lowongan kerja 

ini tidak dapat dipidana tanpa adanya laporan dari korban. 

Sehingga kasus penipuan lowongan kerja ini masih dijumpai 

dengan motif yang beragam. 

 

B. Rekomendasi 

Untuk dapat menghindari modus operandi pelaku penipuan 

lowongan kerja, disarankan masyarakat jangan mudah terbujuk dengan 

iming-iming yang diberikan pelaku. Tujuan pelaku tidak lain adalah untuk 

menipu dengan cara yang halus dan terkesan formal. Sebaiknya, sebelum 

memutuskan untuk melamar ke sebuah perusahaan haruslah mencari 

informasi sebanyak-banyaknya mengenai perusahaan tersebut. 

Upaya yang dilakukan masyarakat dan penegak hukum dalam 

menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan kerja ini sudah cukup 

bagus, namun agar lebih efektif sebaiknya dilakukan pendataan dan 

pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan khususnya di bidang 
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outsourching. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya oknum-oknum 

yang mengatasnamakan perusahaan outsourching dan menjalankan aksi 

penipuan lowongan kerja. 
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